
 
 

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN
PENGGUNAAN

SISTEM PENGENDALIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 2021



KATA PENGANTAR

SISTEM  PENGENDALIAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  pada  hakekatnya
merupakan  suatu  sistem  pengendalian  proses  dan  substansi  penyusunan  Peraturan  Perundang-
Undangan yang terintegrasi dan saling berinterkasi dari seluruh aktivitas dalam lingkup kegiatan
Penyusunan  Perundang-Undangan.  Sistem  Pengendalian  Peraturan  Perundang-Undangan  ini
merupakan sistem berbasis web dan merupakan situs resmi yang dikelola oleh Biro Hukum Dan
Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.

Sistem ini juga merupakan sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait
dalam proses penyusunan Perundang-Undangan, pada tingkat Biro Hukum dan Organisasi BPOM.
Dengan keberadaan sistem ini, diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan di Biro Hukum
dan  Organisasi  apabila  mengalami  kesulitan  dalam  proses  penyusunan  Peraturan  Perundang-
Undangan.  Walaupun  sistem  ini  dibangun  untuk  membantu  memperlancar  Biro  Hukum  dan
Organisasi  BPOM  dalam  proses  penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan,  sistem  ini  tetap
dirancang untuk dapat diakses oleh semua masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang proses
Peraturan Perundang-Undangan.

Buku  manual  pemanfaatan  SISTEM  PENGENDALIAN  PERATURAN  PERUNDANG-
UNDANGAN ini mempunyai peran yang strategis mengingat peran pentingnya bagi pengguna,
terutama sebagai acuan dalam operasionalisasi sistem. Secara umum, buku ini terbagi kedalam dua
bagian.  Bagian  pertama  menjabarkan  secara  singkat  tentang  Sistem  Pengendalian  Peraturan
Perundang-Undangan.  Sementara  itu,  bagian  kedua  lebih  kepada  menjelaskan  bagaimana
mekanisme mengoperasionalkan Sistem.

Buku panduan ini tidak hanya bermanfaat bagi Biro Hukum Dan Organisasi Badan Pengawas Obat
Dan Makanan sebagai pengelola sistem ini namun juga bagi Biro Hukum dan Organisasi BPOM
dan semua pelaku yang terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai
ujung tombak dalam proses pembentukan dan pemutakhiran (updating) data.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengertian
SISTEM PENGENDALIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah sistem dalam 
kegiatan penyusunan Perundang-Undangan untuk mendukung Biro Hukum Dan Organisasi Badan 
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian proses dan 
substansi penyusunan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. SISTEM PENGENDALIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ini juga 
merupakan sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses 
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pada tingkat Biro Hukum dan Organisasi BPOM.
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1.2 Fungsi
Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan berfungsi sebagai perangkat (tool) dalam 
mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan 
Perundang-Undangan, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi antar
semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan Perundang-Undangan, pada tingkat Biro 
Hukum dan Organisasi BPOM.
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BAB 2 MANUAL

2.1 Login
Sebelum bisa menggunakan Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan, setiap User 
diwajibkan untuk Login terlebih dahulu. Sebagai prosedur standar dengan memasukkan Username 
dan Password
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2.2 Struktur Menu
2.2.1 User Pengelola Unit Teknis
Struktur menu User Pengelola Unit Teknis bisa dilihat dibawah

 Dashboard
 Rancangan Peraturan

◦ Usulan Rencana Regulasi
▪ Baru
▪ Revisi
▪ Peraturan

◦ Daftar Rancangan
 Rancangan Unit Teknis

◦ Pembahasan Rencana Regulasi
◦ Penetapan Kerangka Regulasi
◦ Penyusunan Regulasi
◦ Konsultasi Publik
◦ Verbal
◦ Harmonisasi
◦ Penetapan
◦ Pengundangan
◦ Sosialisasi

 Bantuan
◦ Panduan Aplikasi
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2.2.2 Admin / Pengelola
Struktur Menu Admin bisa dilihat dibawah

 Dashboard
 Rancangan Peraturan

◦ Usulan Rencana Regulasi
▪ Baru
▪ Revisi
▪ Peraturan

◦ Daftar Rancangan
 Rancangan Unit Teknis

◦ Pembahasan Rencana Regulasi
◦ Penetapan Kerangka Regulasi
◦ Penyusunan Regulasi
◦ Konsultasi Publik
◦ Verbal
◦ Harmonisasi
◦ Penetapan
◦ Pengundangan
◦ Sosialisasi

 Admin
◦ Manajemen Pengguna

 Bantuan
◦ Panduan Aplikasi
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2.3 Dashboard
Halaman beranda menyajikan informasi statistik status rancangan peraturan kepala Badan POM dan
statistik capaian produk hukum berlaku berdasarkan komoditas per tahun.
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2.4 Rancangan Peraturan
Menu ini bertujuan untuk mengelola Usulan Rencana Regulasi. Terdapat 2 sub menu yaitu Usulan 
Rencana Regulasi dan Daftar Rancangan.

2.4.1 Usulan Rencana Regulasi
Menu ini bertujuan untuk membuat Usulan Rencana Regulasi. Terdapat 3 sub menu yaitu Baru, 
Revisi, dan Pencabutan. Untuk User dengan hak akses Tamu Sub-Menu ini di disable.

2.4.1.1 Baru

Halaman ini terdapat form untuk memulai pembuatan rancana peraturan perundang-undangan yang 
nantinya bisa di lanjutkan prosesnya pada menu Daftar Rancangan. Untuk user non-pengelola 
hanya bisa menambah proses sesuai dengan unit teknis user yang telah login.

Jika User yang mengakses merupakan Pengelola Unit Teknis maka field Unit Pemrakarsa akan 
otomatis terpilih sesuai dengan User yang login.
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2.4.1.2 Revisi

Di halaman ini terdapat pilihan usulan rencana regulasi yang sudah di input sebelumnya. Untuk 
melanjutkan penambahan revisi usulan rencana regulasi baru silahkan klik pada baris data di tabel.

Setelah user mengklik baris data pada tabel maka user akan di arahkan ke halaman form untuk 
penambahan revisi usulan rencana regulasi baru seperti gambar di bawah.
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2.4.1.3 Pencabutan
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Di halaman ini terdapat pilihan usulan rencana regulasi yang sudah di input sebelumnya. Untuk 
melanjutkan penambahan revisi usulan rencana regulasi baru silahkan klik pada baris data di tabel.

Setelah user mengklik baris data pada tabel maka user akan di arahkan ke halaman form untuk 
penambahan revisi usulan rencana regulasi baru seperti gambar di bawah.
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2.4.2 Daftar Rancangan

Halaman ini berisi daftar semua usulan rencana regulasi yang sudah di input meliputi usulan Baru, 
Revisi dan Pencabutan. Pada halaman ini User bisa menaikan usulan rencana regulasi ke status 
Pembahasan. Terdapat pula fitur untuk cetak PDF dan cetak Excel untuk data yang tertera dalam 
tabel. Ketika User klik salah satu data dari tabel maka User akan di arahkan kehalaman detail dari 
data usulan yang bersangkutan.
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2.4.3 Detail Usulan Rencana Regulasi
Halaman ini menampilkan detail dari data usulan rencana regulasi yang telah di pilih pada tabel 
Daftar Rancangan.
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2.4.3.1 Memulai pembahasan

Di halaman ini User bisa menaikkan Usulan Rencana Regulasi menjadi Pembahasan Rencana 
Regulasi. User hanya perlu menambahkan data-data yang kurang kemudian klik “Tambah 
pembahasan” dan data akan bertambah di menu Rancangan Unit Teknis > Pembahasan Rencana 
Regulasi.
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2.4.3.2 Edit pembahasan

Pada halaman ini User bisa mengubah data Usulan Rencana Regulasi jika terdapat kesalahan.
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2.4.3.3 Detail yang sudah masuk ke tahap Pembahasan Rencana Regulasi

Jika Usulan Rancangan Regulasi sudah masuk ke tahap Pembahasan atau selanjutnya maka pada 
halaman detail Usulan Rencana Regulasi akan tampil seperti gambar di bawah. Dimana opsi 
Memulai Pembahasan akan di hilangkan dan muncul tabel detail dari Rancangan Unit Teknis yang 
sudah masuk Pembahasan dan selanjutnya.
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2.5 Rancangan Unit Teknis
Semua halaman pada Sub-menu Rancangan Unit Teknis pada dasarnya sama, yang membedakan 
adalah pengkategorian untuk pendataan data sesuai langkah proses yang telah di kerjakan. Proses-
proses yang tersedia adalah sebagai berikut:

 Pembahasan Rencana Regulasi.

 Penetapan Kerangka Regulasi.

 Penyusunan Regulasi.

 Konsulatasi Publik.

 Verbal.

 Harmonisasi.

 Penetapan.

 Pengundangan.

 Sosialisasi.

Pada tabel daftar terdapat data-data Rancangan Unit Teknis sesuai dengan sub menu yang dibuka. 
Di halaman ini juga terdapat fitur untuk Cetak PDF dan Cetak Excel sesuai dengan data yang tertera
pada tabel. Klik salah satu data Rancangan Unit Teknis untuk melihat detail dari data tersebut.

Pada update Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan kali ini jika Rancangan sudah 
mencapai proses Penetapan dan Pengundangan maka hanya User dengan hak akses pengelola saja 
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yang bisa memindahkan proses Rancangan Unit Teknis ke proses selanjutnya dan fitur Tambah 
Iterasi di hilangkan untuk kedua proses ini.

2.5.1 Detail Rancangan Unit Teknis
Di halaman ini User bisa melihat detail dari Rancangan Unit Teknis terkait yang di klik dari tabel 
pada daftar Rancangan Unit Teknis sebelumnya. User bisa melakukan 4 operasi yaitu 

1. Tambah Iterasi untuk menambah iterasi dari Rancangan Unit Teknis

2. Tambah Proses untuk melakukan memindahkan status proses ke proses selanjutnya

3. Edit Rancangan untuk mengubah Rancangan Unit Teknis terkait

4. History Rancangan untuk melihat semua History dari Tambah Iterasi dan Tambah Proses, 
pada halaman ini user juga bisa melihat detail dari Rancangan Unit Teknis yang dipilih pada
tabel History
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2.5.2 Tambah Iterasi
Pada Form ini User bisa menambah iterasi untuk Rancangan Terkait. Perbedaan Tambah Iterasi 
terhadap Tambah Proses yaitu langkah proses rancangan tidak bergeser ke proses selanjutnya, tetapi
hanya menambah proses yang sama dan perubahannya bisa dilihat pada History di halaman 
Rancangan Unit Teknis sesuai dengan langkah proses rancangan terakhir. Jika proses sudah 
mencapai status Penetapan dan Pengundangan maka fitur ini di hilangkan.

Apabila user yang login memiliki hak akses Pengelola Unit Teknis maka user tersebut hanya bisa 
menambah iterasi pada Rancangan Unit Teknis yang sama, jika user login dengan akun pengelola 
maka user bisa menambahkan iterasi walaupun berbeda unit teknis.
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2.5.3 Tambah Proses
Pada halaman ini User bisa mengubah proses rancangan ke proses selanjutnya sampai proses 
Sosialisasi. Jika sudah mencapai proses Penetapan dan Pengundangan maka hanya User dengan hak
akses Pengelola saja yang bisa mengubah status proses dari rancangan yang terkait ke proses 
selanjutnya. Jika proses rancangan sudah mencapai Sosialisasi atau proses terakhir maka fitur ini di 
hilangkan.

Apabila user yang login memiliki hak akses Pengelola Unit Teknis maka user tersebut hanya bisa 
menambah proses pada Rancangan Unit Teknis yang sama, jika user login dengan akun pengelola 
maka user bisa menambahkan proses walaupun berbeda unit teknis.
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2.5.4 Edit Rancangan
Halaman ini memiliki kesamaan dengan Form Tambah Proses dan Tambah Iterasi, tetapi halaman 
ini hanya mengubah perubahan pada proses/iterasi terakhir saja.

Apabila user yang login memiliki hak akses Pengelola Unit Teknis maka user tersebut hanya bisa 
mengubah rancangan pada Rancangan Unit Teknis yang sama, jika user login dengan akun 
pengelola maka user bisa mengubah rancangan walaupun berbeda unit teknis.
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2.5.5 History Rancangan
Pada halaman ini user bisa melihat daftar riwayat dari Iterasi dan pengubahan proses yang telah 
terjadi. User juga bisa melihat detail dari riwayat rancangan dengan mengklik data yang ada di 
daftar riwayat.
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2.6 Pengguna
Pada halaman ini User terutama Pengelola dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus User 
yang dapat menggunakan Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan. Pengelola juga 
dapat memilih hak akses dan unit teknis pada user yang terkait.
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BAB 3 PENUTUP

Demikianlah bahasan pada buku manual ini yang dapat kami paparkan. Besar harapan kami buku 
panduan ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Penulis menyadari buku panduan ini masih 
jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar buku
panduan ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
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